
SALINAN 
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA 

NOMOR 43 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 28    
TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN DAN NON 

PERIZINAN SECARA ELEKTRONIK DI KOTA SURABAYA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SURABAYA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan dan non 
perizinan yang efektif, efisien, dan transparan kepada masyarakat, 
termasuk pelaku usaha di Kota Surabaya yang dilaksanakan 
secara elektronik, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya 
Nomor 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan dan 
Non Perizinan Secara Elektronik di Kota Surabaya; 

b. bahwa guna mendukung percepatan pelayanan perizinan dan/non
perizinan secara elektronik di Kota Surabaya, maka Peraturan
Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2013 sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28
Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan Secara Elektronik di Kota Surabaya.

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah Kota    Besar    dalam    Lingkungan    Propinsi    Jawa 
Timur/JawaTengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta 
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor 
2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
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4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724); 

 
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran                  
Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5679); 

 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215 
Tambahan Lembaran Negara 5357); 

 
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan  Produk  Hukum  Daerah  (Berita  Negara Tahun 
2015 Nomor 2036); 

 

8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016                
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016                
Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya                
Nomor 10); 

  

 

9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor  5 Tahun 2013 tentang 
Pedoman Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi 
dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2013 Nomor 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMUTUSKAN : 
 
 

Menetapkan   :  PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 28 TAHUN 2013 
TENTANG TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN DAN NON 
PERIZINAN SECARA ELEKTRONIK DI KOTA SURABAYA. 

 
 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 
Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 
Secara Elektronik di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya 
Tahun 2013 Nomor 28) diubah,  sehingga berbunyi sebagai berikut : 

1. Semua Kalimat Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang diubah, 
sehingga berbunyi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 
Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang.               
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2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai 
berikut : 
 

Pasal 3 

(1) Tata cara penyelesaian permohonan SKRK sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1 sebagai berikut : 

 
a. pemohon mengisi formulir permohonan SKRK secara 

elektronik melalui portal http://ssw.surabaya.go.id serta 
mengunggah persyaratan sebagaimana diatur dalam 
peraturan perundang-undangan; 

 
b. petugas UPTSA meneliti dokumen elektronik yang telah 

diunggah oleh pemohon dan selanjutnya memberikan 
konfirmasi mengenai kelengkapan persyaratan yang telah 
diunggah; 

 
c. apabila sesuai hasil konfirmasi dari petugas UPTSA, 

persyaratan telah lengkap maka pemohon dapat mencetak 
tanda bukti telah mengunggah berkas persyaratan secara 
elektronik; 

 
d. untuk keperluan verifikasi dan validasi data, pemohon 

menyerahkan berkas persyaratan sebagaimana diatur dalam 
peraturan perundang-undangan dilampiri tanda bukti telah 
mengunggah berkas persyaratan secara elektronik ke 
UPTSA; 

 

e. dalam hal pemohon tidak dapat melakukan pengajuan 
permohonan SKRK secara elektronik sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, maka pemohon dapat 
menyampaikan permohonan secara langsung kepada 
petugas loket UPTSA; 

 

f. petugas loket UPTSA menerima berkas dan mencocokkan 
data yang diunggah dengan berkas persyaratan yang 
disampaikan pemohon atau memeriksa kelengkapan berkas 
persyaratan dalam hal permohonan disampaikan secara 
langsung kepada petugas loket UPTSA; 

 
 

g. apabila persyaratan belum lengkap, maka petugas loket 
UPTSA akan mengembalikan berkas permohonan dan 
memberikan informasi kepada pemohon untuk melengkapi 
persyaratan dimaksud; 

 

h. apabila persyaratan sudah lengkap, maka petugas loket  
UPTSA : 

 

1. memberikan persetujuan melalui sistem informasi, dalam 
hal permohonan SKRK dilakukan secara elektronik oleh 
pemohon dan mencetak tanda bukti terima berkas pada 
sistem informasi guna diserahkan kepada pemohon; atau 
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2. memasukkan data permohonan dan memberikan
persetujuan melalui sistem informasi, dalam hal
permohonan disampaikan secara langsung kepada
petugas loket UPTSA dan mencetak tanda bukti terima
berkas pada sistem informasi guna diserahkan kepada
pemohon.

i. petugas dan pejabat struktural yang membidangi memproses
data permohonan dengan melakukan survey lokasi dengan
memetakan hasil survey, mencocokkan peruntukan ruang
serta syarat-syarat dengan analisisnya sesuai ketentuan
yang berlaku dan mengunggah gambar ukur, hasil analisa,
dan gambar zoning kedalam sistem informasi;

j. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang melakukan
persetujuan SKRK melalui sistem informasi;

k. petugas pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang mencetak SKRD
untuk disampaikan kepada pemohon melalui
loket UPTSA;

l. pemohon melakukan pembayaran retribusi Penggantian
Biaya Cetak Peta pada bank yang ditunjuk dan diberikan
Tanda Bukti Pembayaran yang telah diberi paraf petugas
dan stempel bank;

m. petugas pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang mencetak konsep
SKRK untuk mendapat paraf pejabat yang berwenang dan
selanjutnya ditandatangani oleh Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang;

n. SKRK yang telah ditandatangani disampaikan kepada
Sekretariat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang untuk dicatat
pada agenda surat keluar serta diberi nomor dan stempel
dan selanjutnya diteruskan kepada pemohon melalui
UPTSA;

o. petugas loket UPTSA menyerahkan SKRK kepada pemohon.

(2) Jangka waktu penyelesaian permohonan SKRK sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) paling lama : 

a. Rumah Tinggal

1. 1 (satu) hari kerja untuk luas lahan kurang dari atau
sama dengan 500 m² (lima ratus meter persegi);

2. 3 (tiga) hari kerja untuk luas lahan lebih dari 500 m² (lima
ratus meter persegi);
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3. 3 (tiga) hari kerja untuk Rencana Tapak apabila  telah
dilakukan proses konsultasi; dan

4. 14 (empatbelas) hari kerja untuk Rencana Tapak apabila
belum dilakukan proses konsultasi.

b. Non Rumah Tinggal

1. 3 (tiga) hari kerja untuk permohonan tidak memerlukan
rapat Tim Ahli Perencana;

2. 14 (empatbelas) hari kerja untuk permohonan
memerlukan rapat Tim Ahli Perencana.

(3) Penerbitan SKRK dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak 
pembayaran retribusi SKRK. 

(4) Bagan alur proses penyelesaian permohonan SKRK 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 
I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Walikota ini. 

Pasal II 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kota Surabaya.  

Diundangkan di Surabaya 
pada tanggal 23 Oktober 2017 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA, 

ttd. 

HENDRO GUNAWAN 

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2017 NOMOR 43 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

ttd.0Ira Tursilowati, S.H., M.H. 
Pembina Tingkat I. 

NIP. 19691017 199303 2 006 

Ditetapkan di Surabaya 
pada tanggal 23 Oktober 2017 

WALIKOTA SURABAYA, 

ttd. 

TRI RISMAHARINI 


